
 

History:  

Received : 25 November 2024 
Revised : 10 Januari 2025 

Accepted : 07 April 2025 

Published : 19 April 2025 

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung 

Licensed: This work is licensed under  
Attribution-NonCommercial-No 

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) 

 

 

Jurnal Darma Agung  
Volume: 33, Nomor: 2, (2025), April: 105 - 115 

https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v33i2.5477  

 P-ISSN:0852-7296 

E-ISSN:2654-3915 

LOCAL GOVERNMENT CAPACITY DALAM PENANGANAN 

DAMPAK TAMBANG EMAS ILEGAL DI KABUPATEN SOLOK 

SELATAN 
 

Indah Flecia Putri 1), Rahmadani Yusran 2) 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia 1,2) 

Corresponding Author: 

indahfleciaputri1102@gmail.com 1), yusranrdy@fis.unp.ac.id 2) 

 
Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Dampak 

Tambang Emas Ilegal di Kabupaten Solok Selatan dan menganalisis faktor -faktor yang mempengaruhi 

Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Dampak Tambang Emas Ilegal di Kabupaten Solok 

Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 

dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah reduksi data, penyajian, 

dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sutoro Eko (2005) karena 

terdapat lima variabel yang terdiri dari Kapasitas Regulasi (mengatur), Kapasitas Ekstraktif, Kapasitas 

Distributif, Kapasitas Responsif, Kapasitas Jaringan dan kerjasama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan dampak tambang emas ilegal melalui tiga bentuk 

penanganan, yaitu penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan alternatif ekonomi, 

dan penyuluhan edukasi. Namun hasil yang didapatkan belum mencapai tujuan yang maksimal. Hal 

ditandai oleh beberapa masalah utama: pertama lemahnya penegakan hukum, kedua, ketergantungan 

ekonomi, ketiga, penyuluhan dan edukasi, serta adapun faktor -faktor yang mempengaruhi kapasitas 

pemerintah daerah di Kabupaten Solok Selatan: faktor kebijakan, faktor pemodal yang memberikan dana 

kepadapara penmabang emas ilegal, faktor ekonomi masyarakat yang rendah, dan faktor rendahnya 

pengetahuan tentang dampak tambang emas ilegal. 

Kata Kunci: Kapasitas, Dampak, Tambang Emas, Ilegal 

 
Abstract 

This research aims to analyze the Regional Government's Capacity in Handling the Impact of Illegal Gold 

Mining in South Solok Regency and analyze the factors that influence the Regional Government's Capacity 

in Handling the Impact of Illegal Gold Mining in South Solok Regency. The research used des criptive 

qualitative methods. Data collection techniques include conducting interviews, observations and 

documentation. The data were analyzed using data reduction techniques, data presentation and drawing 

conclusions. The theory used in this research is Sutoro Eko (2005) because there are five variables consisting 

of Regulatory Capacity (regulating), Extractive Capacity, Distributive Capacity, Responsive Capacity, 

Network Capacity and cooperation. The research results show that the local government's capac ity to 

handle the impacts of illegal gold mining is through three forms of handling, namely strict law 

enforcement, community empowerment and development of economic alternatives, and educational 

outreach. However, the results obtained have not achieved maximum goals. This is characterized by 

several main problems: first, weak law enforcement, second, economic dependence, third, counseling and 

education, as well as factors that influence the capacity of local government in South Solok Regency: policy 

factors, investors who provide funds to illegal gold miners, low community economic factors, and low 

knowledge about the impacts of illegal gold mining. 

Ke ywords: Capacity, Impact, Gold Mine, Illegal 

 

PENDAHULUAN 

Kapasitas merupakan sebuah esensi dan basis otonomi (kemandirian) daerah. 

Kapasitas pemerintah dalam menangani pengelolaan sumber daya manusia 

ditententukan oleh aparatur pemerintah itu sendiri. Kapasitas aparatur pemerintah 

berkaitan erat dengan kinerja pemerintah, keberhasilan pelaksanaan kebijakan, karena 

berhasil atau tidaknya penanganan permasalahan tersebut akan dinilai dari kinerja 

aparatur pemerintah dengan kapasitas personal pemerintah itu sendiri. Izin usaha 

pertambangan dapat diperoleh melalui izin dari Menteri atau Gubernur karena telah 
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memperoleh wewenang dari salah satu kerusakan pada lingkungan penambangan yang 

sangat mencolok adalah penambangan emas secara ilegal di daerah Kabupaten Solok 

Selatan, yang berdampak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Tindak lanjut peralihan urusan minerba berdasarkan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 mengakibatkan peralihan pengurusan IUP/IPR (Izin 

Pertambangan Rakyat) dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan peralihan 

pengurusan IUP PMA (Penanaman Modal Asing) dari bupati/walikota/gubernur hingga 

menteri. Pemerintah provinsi juga wajib membentuk badan perizinan dan menerbitkan 

peraturan daerah untuk melaksanakan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 4 

Tahun 2009. Perbedaan utama antara tambang emas legal dan ilegal adalah tambang 

tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Tambang emas 

legal memiliki izin, standar keselamatan kerja, dan prosedur yang ramah lingkungan, 

sedangkan tambang emas ilegal tidak. 

Namun demikian contoh kasus penambang emas ilegal di Provinsi Sumatera Barat 

masih menimbulkan beberapa permasalahan. Misalnya Solok Selatan, merupakan salah 

satu potensi pertambangan emas yang besar dengan mnyumbang 3,58% dari total 

Cadangan emas yang diperkirakan ada di Indonesia salah satunya berada di Kabupaten 

Solok Selatan. Salah satu kerusakan pada lingkungan penambangan yang sangat 

mencolok adalah penambangan emas secara ilegal di Kabupaten Solok Selatan, yang 

berdampak pada tanah dan air, yang merupakan perkebunan dan tanah yang terlalu 

subur telah berubah menjadi lembah pasir dan berlubang. Tabel di bawah ini 

menunjukkan salah satu dampak akibat tambang emas ilegal di Kabupaten Solok 

Selatan. 

 
Tabel 1. Dampak Aktivitas Akibat Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Solok Selatan 

Dampak  Jumlah/Unit 

Sosial Ekonomi 3.542 

Lingkungan 605 

Kesehatan 325 

Total 4.473 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 

 

Tabel 1. menunjukkan bahwa nilai yang berpengaruh signifikan terhadap 

perekonomian masyarakat. hal ini terjadi akibat dampak tambang emas ilegal yaitu 

dampak sosial ekonomi 3.543 unit, kemudian dampak lingkungan 605 unit, dan dampak 

Kesehatan 325 unit, maka total dari dampak akibat tambang emas ilegal di kabupaten 

Solok Selatan sebanyak 4.473 unit pada tahun 2022. 

Tabel di bawah ini menunjukkan salah satu luas tingkat kerusakan lahan yang ada di 

kabupaten Solok Selatan. 

 
Tabel 2. Luas Tingkat Kerusakan Lahan Ilegal Di Kabupaten Solok Selatan 

Tingkat kerusakan  Luas lahan (Hektar) Persentase  

Rendah  22,44 53,17 

Sedang  14,73 34,88 

Tinggi   5.03 12,05 

Total  42,20 100.00 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 

 

Tabel 2 menunjukkan ada kenaikan luas Sebanyak 22,44 hektar (rusak ringan), 14,73 

hektar (rusak sedang), dan 5,03 hektar (rusak tinggi) rusak akibat tambang emas ilegal di 

daerah Kabupaten Solok Selatan seluas 42,20 hektar pada tahun 2022. Jadi tingkat 

kerusakan lahan di Kabupaten Solok Selatan akibat penambangan emas ilegal pada 

tahun 2022 cukup signifikan. Kerusakan lahan terluas terjadi pada kategori rendah 

(53,17%), diikuti oleh kategori sedang (34,88%) dan tinggi (12,05%). Hal ini menunjukkan 

bahwa penambangan emas ilegal telah menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada 
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berbagai jenis lahan di wilayah tersebut. Tabel dibawah ini menunjukkan salah satu luas 

tingkat kerusakan lahan akibat tambang emas legal di Kabupaten Solok Selatan. 

 
Tabel 3. Luas Tingkat Kerusakan Lahan Legal Di Kabupaten Solok Selatan 
Tingkat Kerusakan  Luas Lahan (Hektar) Persentase  

Rendah  20,94 61% 

Sedang  8,58 25% 

Tinggi  4,30 12% 

Total  33,82 98% 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 

 

Tabel 3 menunjukkan ada kenaikan luas kerusakan lahan akibat tambang emas legal 

yaitu tingkat kerusakan rendah 20,94 hektar, dengan luas kerusakan sedang 8,58 hektar 

dan kerusakan besar 4,30 hektar, maka total luas areal pertambangan emas legal di 

Kecamatan Solok Selatan pada tahun 2022 adalah 33,82 hektar. Jadi tingkat kerusakan 

lahan di kabupaten solok Selatan akibat tambang emas legalpada tahun 2022 cukup 

signifikan. Kerusakan lahan terluas terjadi pada kategori rendah (20,94 %), diikuti oleh 

kategori sedang (8,58%) dan tinggi (4,30%). Hal ini menunjukkan bahwa pertambangan 

emas legal telah menyebabkan kerusakan lahan yang cukup parah pada berbagai jenis 

lahan di wilayah tersebut. 

Hingga saat ini, belum ada peraturan daerah yang mengatur penambangan emas 

ilegal di Kabupaten Solok Selatan. Artinya, otoritas pemerintah daerah hanya bisa 

mendorong dan membatasi penambangan emas ilegal. Pemerintah daerah telah 

berupaya dalan mengatasi penanganan dampak tambang emas ilegal dengan berbagai 

cara, termasuk dengan menindaklanjuti pelaku dan menghentikan operasional tambang 

ilegal. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penanganan dampak 

tambang emas ilegal, termasuk keterbatasan sumber daya kurangnya efektivitas 

peraturan, dan kelemahan dalam komunikasi dan koordinasi serta kapasitas pemerintah.  

Dengan demikian, dalam penanganan dampak tambang emas ilegal harus dilakukan 

secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal dan 

mengembalikan lingkungan menjadi seperti semula, untuk itu pemerintah harus 

memiliki strategi dalam penanganan dampak tambang emas ilegal disekitar 

pertambangan. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat beberapa permasalahan 

dalam penanganan dampak tambang emas ilegal, antara lain: 

1) Permasalahan pertama, Rendahnya Kapasitas pengawasan pemerintah daerah 

terhadap pertambangan emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan, pengawasan yang 

di lakukan oleh pemerintah daerah masih kurang efektif Karena jumlah izin 

pertambangan lebih banyak dari jumlah pengawasan. 

2) Permasalan kedua, kurangnya komunikasi dan koordnasi antara pemerintah 

daerah dengan para penambang emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan, sehingga  

pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan tambang emas ilegal di 

kabupaten Solok Selatan belum dilaksanakan dengan baik karena hingga saat ini 

hanya pihak aparat penegak hukum (kepolisian) saja yang bertindak nyata dalam 

menangani kasus usaha pertambangan emas ilegal ini. 

3) Permasalahan ketiga, Kapasitas pemerintah daerah belum mampu menangani 

dampak sosial ekonomi akibat pertambangan emas ilegal di Kabupaten Solok 

Selatan, keberadaan tambang emas ilegal terjadi naik turun perubahan kehidupan 

para penambang emas terutama dalam hal soaial dan ekonomi. 

4) Permasalahan keempat, Kapasitas Pemerintah daerah belum efektif mengatasi 

dampak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pertambangan emas ilegal di 

Kabupaten Solok Selatan ini dapat dilihat dengan tercemarnya air Sungai ini 

disebabkan karena kegiatan pengelolaan emas dilakukan di sekitar lingkungan 

aktivitas masyarakat. 
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METODE PENELITIAN 

Menurut Sugiyono (2005), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak untuk menarik 

kesimpulan lebih lanjut, sehingga menjadikan penelitian ini kualitatif. Dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriftif, peneliti bertujuan 

untuk menguraikan fenomena yang sesuai dengan yang terjadi lapangan, serta 

menyajikan hasil penelitian terkait Local Government Capacity Dalam Penanganan 

Dampak Tambang Emas Ilegal di Kabupaten Solok Selatan dalam bentuk laporan tertulis 

atau persentasi lisan. 

Data dikumpulkan melalui survei, observasi dan dokumentasi. Menurut Sugiyono 

(2022), triangulasi berarti teknik pengumpulan data yang memadukan berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik 

untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda beda dengan teknik yang sama. Data 

yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer di peroleh 

dari: Kepala Sekretriat Daerah Kabupaten Solok Selatan, Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Solok Selatan, Kepala Polres Kabupaten Solok Selatan, Pemilik 

Tambang Emas Ilegal Kabupaten Solok Selatan, Pekerja Tambang Emas Ilegal Kabupaten 

Solok Selatan, Masyarakat.  Menurut Teori miles dan Herberman dalam (Sugiyono,2012) 

mengategorikan proses analisis terdiri dari tiga alur yaitu: dengan teknik reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Dampak Tambang Emas Ilegal di 

Kabupaten Solok Selatan 

Kapasitas pemerintah daerah merupakan kemampuan individu, organisasi atau 

sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus 

menerus. Tujuan utama Pemerintah daerah adalah untuk menangani dampak tambang 

emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan. Pemerintah daerah telah berupaya untuk 

menangani dampak tambang emas ilegal dengan berbagai cara, termasuk dengan 

menindaklanjuti pelaku dan menghentikan operasional tambang emas ilegal. Namun, 

pemerintah belum menunjukkan hasil maksimal karena penambangan masih ada dan 

dilakukan terus menerus oleh masyarakat. jika pemerintah hanya menutup dan 

melarang penambangan ilegal, maka masyarakat akan melakukan penambangan ilegal 

lainnya di tempat lain. Kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan dampak 

tambang emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan, dilaksanakan melalui beberapa bentuk 

penanangan: 

a. Penegakan Hukum 

b. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Alternatif Ekonomi 

c. Penyuluhan dan Edukasi 

Berdasarkan temuan penelitian dilapangan, kapasitas pemerintah daerah dalam 

penanganan dampak tambang emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan, dapat dilihat dari 

ke tiga bentuk penanganan tersebut. bentuk penanganannya yaitu sebagai berikut: 

1) Penegakan Hukum: Kapasitas pemerintah daerah dalam penegakan hukum 

dengan cara membentuk tim koordinasi. Tim koordinasi tersebut terdiri dari: Tim 

Koordinasi dengan koordinator Asisten I sekda bertugas Untuk mengkoordinasi 

segala instansi yang terkait dengan pelaksanaan penertiban Penambang emas ilegal 

se-Kabupaten Solok Selatan, Tim Operasional dengan koordinator Kepala Kantor 

Satuan Pamong Peraja bertugas untuk menindak lanjuti sekaligus mengeksekusi 

para pelaku Penambang emas ilegal, Tim Kabupaten dengan koordinator camat 

setempat bertugas untuk melakukan koordinasi dan pendekatan kepada seluruh 
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Daerah, Ketua BPD, Ketua Pemuda, Tokoh adat serta cerdik pandai dan seluruh 

lapisan masyarakat untuk merumuskan komitmen bersama dalam upaya 

pemberantasan aktivitas Penambang emas ilegal, Sekretariat dengan koordinator 

Sekretaris ESDM bertugas untuk membuat laporan kegiatan yang berisikan agenda 

kegiatan Tim sekaligus data-data dan barang bukti hasil kinerja Tim dalam 

melakukan kegiatan penertiban Penambang emas ilegal diwilayah-wilayah yang 

telah ditentukan baik berupa laporan bualanan maupun laporan tahunan yang 

mana selanjutnya laporan tersebut dilaporkan kepada para petinggi (Bupati dan 

wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan sebagai Pelindung dan Penanggung Jawab).  

2) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Alternatif Ekonomi: Pemerintah 

daerah dalam Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan alternatif ekonomi 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan 

peluang ekonomi baru, memperkuat kapasitas dan keterampilan masyarakat, serta 

mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang terbatas. Dengan adanya 

pemberdayaan masyarakat dan pengembangan alternatif ekonomi masyarakat 

dapat memperoleh sumber penghasilan yang lebih stabil dan tidak merusak alam. 

Selain itu, pengembangan alternatif ekonomi juga dapat meningkatkan 

kesejahteraan jangka panjang dan mengurangi praktik-praktik ilegal yang 

merugikan. Berdasarkan penjelasan dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah daerah harus penyediaan alternatif ekonomi yang sah dan 

berkelanjutan untuk menggantikan ketergantungan masyarakat pada tambang 

emas ilegal. Pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mengurangi dampak 

negatif dari penambangan emas ilegal. Dengan menciptakan sektor ekonomi 

alternatif yang lebih stabil, masyarakat dapat memiliki pilihan yang lebih baik 

untuk meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa merusak lingkungan atau 

melanggar hukum. 

3) Penyuluhan dan Edukasi: Penyuluhan dan edukasi meruapakan kesadaran 

masyarakat terkait dampak negatif dari tambang emas ilegal upaya ini sangat 

penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kerugian yang 

ditimbulkan oleh aktivitas tambang ilegal, baik terhadap lingkungan, kesehatan, 

maupun sosial ekonomi. Dengan penyuluhan yang tepat, masyarakat akan lebih 

sadar tentang kerusakan lingkungan, serta memberikan informasi tentang alternatif 

yang lebih aman dan berkelanjutan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, 

masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada tambang ilegal 

dan beralih kesolusi yang lebih ramah lingkungan. 

 

B. Permasalahan Local Government Capacity Dalam Penanganan Dampak Tambang 

Emas Ilegal Di Kabupaten Solok Selatan 

1. Lemahnya Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum 

Dari beberapa informasi yang dijelaskan oleh informan dapat dijelaskan bahwa 

lemahnya penegakan hukum aktivitas tambang emas ilegal karena adanya hubungan 

keluarga antara penegak hukum, pemilik modal, para pelaku penabang emas dan 

kurangnnya pengawasan. Lemahnya penegakan hukum menyebabkan pemerintah 

kesulitan dalam dalam menindaklanjuti aktivitas tambang emas ilegal. Tanpa penegakan 

hukum pemerintah tidak memiliki dasar yang kuat untuk melakukan Tindakan yang 

efektif terhadap aktivitas tambang emas ilegal. Hal ini akan memperburuk kerusakan 

lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, dan pelanggaran hukum lainnya. Oleh karena itu, 

perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan komprehensif untuk memperkuat 

penegakan hukum dan mengurangi dampak negatif dari tambang emas ilegal. 

 

2. Lemahnya Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Ketergantungan 

Ekonomi Dari Tambang Emas Ilegal 
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Salah satu penyebab utama masyaraat bergantung pada aktivitas tambang emas ilegal 

adalah ketergantungan ekonomi. Sementara itu pemerintah daerah belum mampu 

menciptakan pengembnagan alternatif ekonomi, untuk itu masyarakat masih 

Ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas tambang emas ilegal mencapai 60-70% dan 

tidak memiliki pekerjaan lain atau pekerjaan tetap. Ketergantungan ekonomi ini dapat 

muncul karena kurangnya alternatif ekonomi lain yang memadai, fluktuasi harga 

komoditas, atau keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih stabil. 

Ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor atau komoditas, seperti pertanian, 

tambang, atau industri tertentu, dapat menyebabkan kerentanannya terhadap 

perubahan pasar yang mempengaruhi sektor tersebut. Ketergantungan ekonomi ini 

sering kali menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, karena perubahan kondisi 

ekonomi atau pasar sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang 

bergantung pada sektor tersebut. Jika tidak ada ekonomi atau penguatan sektor lain, 

ketergantungan ini dapat memperburuk kemiskinan dan memperburuk kondisi 

ekonomi di masa depan. 

 

3. Belum Terlaksananya Penyuluhan Dan Edukasi 

Pemerintah daerah belum mampu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang emas 

ilegal. Tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat cenderung tidak menyadari 

kerusakan lingkungan, bahaya kesehatan, yang terkait dengan kegiatan tersebut. Oleh 

karena itu, pemerintah daerah harus membentuk program penyuluhan dan edukasi yang 

efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran, sehingga masyarakat lebih memilih 

untuk menghentikan praktik tambang ilegal dan beralih ke alternatif yang lebih aman. 

Sehingga masyarakat kurang peduli terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas 

penambang emas ilegal yang terpenting bagi mereka tetap bisa menjadikan aktivitas 

penambang emas ilegal menjadi sumber mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan 

seharai-hari tanpa memikirkan efek yang akan mereka rasakan untuk kedepannya. 

Kurangnya kesadaran ini menyebabkan mereka tidak menyadari pentingnya 

perlindungan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam. Dengan demikian, 

upaya edukasi, penyuluhan yang lebih berkelanjutan sangat penting untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan perilaku yang lebih 

positif terhadap tambang emas illegal. 

 

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam 

Menangani Dampak Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Solok Selatan 

1. Faktor Kebijakan 

Faktor kebijakan yang mempengaruhi pertambangan emas ilegal adalah kebijakan 

pemerintah yang belum tegas, tidak konsisten, atau tidak tepat sasaran dapat menjadi 

faktor utama penyebab berkembangnya pertambangan emas ilegal. Faktor kebijakan 

tambang emas ilegal adalah sangat berpengruh terhadap aktivitas tambang emas ilegal 

karena kebijakan pemerintah yang tidak tegas, kurang konsisten, atau tidak efektif dapat 

menjadi salah satu faktor utama yang mendukung berlanjutnya aktivitas tambang emas 

ilegal. Kurangnya pengawasan, perizinan yang tidak jelas, serta penegakan hukum yang 

lemah dapat membuka celah bagi kegiatan ilegal ini. 

Selain itu, ketidakmampuan untuk memberikan alternatif ekonomi yang sah kepada 

masyarakat yang bergantung pada tambang emas ilegal juga menjadi faktor penting. 

Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih jelas, terkoordinasi, dan tegas dalam 

mengatur dan mengatasi pertambangan ilegal agar dampak negatifnya terhadap 

lingkungan, ekonomi, dan sosial dapat diminimalkan. 

 

2. Faktor Pemodal Yang Memberikan Dana Kepada Para Penambang Emas Ilegal 
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Faktor adanya pemodal adalah keberadaan pemodal yang mendanai kegiatan 

tambang emas ilegal dan memperburuk masalah, karena mereka hanya fokus pada 

keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan 

dan masyarakat. 

Berdsarkan penjelasan dari informan dapat ditarik kesimpulkan bahwa faktor adanya 

pemodal tambang emas memperbesar skala dan keberlanjutan kegiatan tambang emas 

ilegal dengan menyediakan dana yang dibutuhkan untuk operasional. Pemodal ini 

tertarik karena potensi keuntungan yang besar dari harga emas yang tinggi, meskipun 

kegiatan ini ilegal dan merusak lingkungan. Keberadaan pemodal memperburuk 

dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran air dan kerusakan ekosistem, 

serta memperpanjang praktik ilegal ini, karena mereka fokus pada keuntungan jangka 

pendek tanpa memperhatikan akibat sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. 

 

3. Faktor Ekonomi Masyarakat Yang Rendah 

Faktor masyarakat sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang sulit, 

rendahnya peluang pekerjaan yang sah, serta ketergantungan pada penghasilan yang 

lebih besar dan cepat. Masyarakat, terutama yang hidup dalam keadaan serba 

kekurangan, cenderung memilih tambang emas ilegal sebagai alternatif untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, meskipun tahu akan risiko lingkungan dan hukum yang 

terkait. Hal yang serupa yang diungkapkan oleh pekerja tambang emas ilegal bahwa 

sebelumnya, sebagai tukang bersih kebun, pendapatan yang diperoleh sangat tidak 

menentu, dengan penghasilan yang terkadang hanya Rp. 400.000 dan sulit untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk anak kecil. Namun, setelah diajak 

untuk bekerja di tambang emas ilegal (dengan sistem dompeng), pendapatan meningkat 

signifikan menjadi sekitar Rp. 2.400.000 per minggu. Hal ini menunjukkan bahwa 

meskipun bekerja di tambang ilegal memberikan peningkatan pendapatan yang besar, 

keputusan tersebut diambil karena kondisi ekonomi yang sulit dan kebutuhan hidup 

yang mendesak, meskipun risiko lingkungan dan hukum tetap ada.  

Berdasarkan penjelasan dari informan diatas dapat ditarik kesimpulkan bahwa faktor 

masyarakat membuat kondisi sosial dan ekonomi yang sulit di masyarakat, seperti 

kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan pengaruh sosial, mendorong 

masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas tambang emas ilegal. Masyarakat sering kali 

memilih tambang ilegal sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidu. Oleh 

karena itu, perubahan dalam kebijakan ekonomi dan sosial, serta pemberian alternatif 

pekerjaan yang sah dan berkelanjutan, sangat penting untuk mengurangi 

ketergantungan masyarakat pada tambang emas ilegal. 

 

4. Faktor Rendahnya Pengetahuan Tentang Dampak Tambang Emas Ilegal 

Rendahnya tingkat pengetahuan membuat masyarakat kurang memiliki 

keterampilan dan pengetahuan untuk mencari pekerjaan yang sah dan berkelanjutan. 

Hal ini mendorong mereka untuk terlibat dalam tambang emas ilegal, yang dianggap 

sebagai alternatif dengan penghasilan cepat. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang 

dampak lingkungan dan hukum juga memperburuk situasi, karena mereka tidak 

sepenuhnya menyadari konsekuensi jangka panjang dari kegiatan ilegal tersebut.  

Rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat, terutama pelaku tambang emas 

ilegal, menyebabkan mereka kekurangan keterampilan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan untuk mencari pekerjaan yang sah dan lebih stabil. Kurangnya pendidikan 

membuat mereka lebih rentan terlibat dalam aktivitas ilegal sebagai alternatif untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan dan 

keterampilan menjadi penting untuk memberikan peluang yang lebih baik dan 

mengurangi ketergantungan pada pekerjaan ilegal. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dari penjelasan diatas, data lapangan yang telah dipaparkan 

mengenai Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Dampak Tambang Emas 

Ilegal Di Kabupaten Solok Selatan yaitu Kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan 

dampak tambang emas ilegal melalui tiga bentuk penanganan, yaitu penegakan hukum, 

pemberdayaan masyarakat dan pengembangan alternatif ekonomi, dan penyuluhan 

edukasi. Namun hasil yang didapatkan belum mencapai tujuan yang maksimal. Hal ini 

ditunjukkan oleh beberapa faktor penting. Pertama lemahnya kapasitas pemerintah 

daerah dalam penegakan hukum, merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan 

penambangan emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan. Kedua, lemahnya kapasitas 

pemerintah daerah dalam mengatasi ketergantungan ekonomi dari tambang emas ilegal, 

mempengaruhi masyarakat melakukan penambangan emas ilegal ialah karena 

ketergantungan pada sumber daya yang terbatas. ketiga, penyuluhan dan edukasi 

Penyuluhan kedapa masyarakat mengenai dampak negatif dari tambang emas ilegal, 

baik dari segi sosial, lingkungan, dan Kesehatan. Penyuluhan dan edukasi bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari 

penambangan emas ilegal.  

Adapaun faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas pemerintah daerah di 

Kabupaten Solok Selatan yaitu: a) Faktor Kebijakan, Faktor kebijakan yang 

mempengaruhi pertambangan emas ilegal adalah bahwa kebijakan pemerintah yang 

kurang tegas, tidak konsisten, atau tidak tepat sasaran dapat menjadi faktor utama 

penyebab berkembangnya pertambangan emas ilegal. Beberapa kebijakan yang lemah 

atau tidak efektif dalam pengawasan, perizinan, dan penegakan hukum dapat 

menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku tambang ilegal untuk 

mengeksploitasi sumber daya alam secara tidak sah. b) Faktor Pemodal Yang 

Memberikan Dana Kepada Para Penambang Emas Ilegal adalah bahwa keberadaan 

pemodal yang mendanai kegiatan tambang emas ilegal memperburuk masalah, karena 

mereka seringkali hanya fokus pada keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan 

dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemodal ini menyediakan dana 

untuk memperbesar skala penambangan, yang memungkinkan kegiatan ilegal terus 

berlangsung dan bahkan berkembang. c) Faktor Ekonomi Masyarakat Yang Rendah, 

sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang sulit, rendahnya peluang pekerjaan 

yang sah, serta ketergantungan pada penghasilan yang lebih besar dan cepat. 

Masyarakat, terutama yang hidup dalam keadaan serba kekurangan, cenderung memilih 

tambang emas ilegal sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun 

tahu akan risiko lingkungan dan hukum yang terkait. Masyarakat, terutama yang hidup 

dalam keadaan serba kekurangan, cenderung memilih tambang emas ilegal sebagai 

alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun tahu akan risiko lingkungan dan 

hukum yang terkait. d) Faktor Rendahnya Pengetahuan Tentang Dampak Tambang 

Emas Ilegal, Rendahnya tingkat pengetahuan membuat masyarakat kurang memiliki 

keterampilan dan pengetahuan untuk mencari pekerjaan yang sah dan berkelanjutan. 

Hal ini mendorong mereka untuk terlibat dalam tambang emas ilegal, yang dianggap 

sebagai alternatif dengan penghasilan cepat. 

 

B. Saran 

1. Agar dampak penambang emas ilegal itu bisa ditanggulangi sebaiknya pemerintah 

daerah membuat kebijakan sendiri.  

2. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan membuat kebijakan yang 

bisa mengatasi masalah ekonomi masyarakat. 

3. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar bisa menaggulangi dampak 

penambangan emas ilegal sebaiknya pemerintah kabupaten solok Selatan 
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memberikan Pemberdayaan masyarakat dengan program-program pemberdayaan 

ekonomi alternatif bagi masyarakat yang berdampak, sehingga mengurangi 

ketergantungan pada tambang emas ilegal. 

4. Pemerintah daerah harus melakukan penyuluhan dan edukasi tentang kesadaran 

masyarakat tentang dampak negatif dari aktivitas penambangan emas ilegal di 

Kabupaten Solok Selatan. pusat untuk mennaganai masalah tambang emas ilegal 

secra komprehensif. 
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